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Commanditaire Vennootschaap is one of business entity which mostly used by small and
medium enterpreneurs. Until now, CVis till considered as a nonlegal entity, even though
CV has the requirements to become a legal entity. In conducting its daily activities, CV
require land and building, in addition the land and building’s right can be used as collat-
eral for loan performed by CV. At present, CV can not have land right, because Agrarian
Law has not requlate ownership of land right for non-legal entity. Hence, CV has land
right using their partner name. The method used in this research is a juridical normative
research method supported by juridical empirical method. The approach focuses on the
study of primary legal materials in the form of laws and regulations, namely the legis-
lation of Code of Commercial Law, Civil Code, Agrarian Law, as well as court decree.
Based on the results of this research, it was concluded that ownership of land right using
partner name can not be considered as ownership of land right of CV, because partner CV
and CV have separate wealth and separate tax subject, also can cause legal consequenses
which detrimental to CV and its partners. Whereas the Circular of Granting HGB for
CV issued by BPN actually Circular of Granting HGB for CV’s partners apparently
did not provide legal certainty because it does not explain the procedures and the legal
consequences. To obtain legal protection, CV and its partners can give contention to the
government to clarify the status, right and obligation of CV or to clarify the Circular
granting HGB to CV's partners in a statutory requlation

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu badan usaha yang banyak diminati
oleh pengusaha kecil dan menengah. Sampai saat ini, CV masih dianggap sebagai badan
usaha non badan hukum, walaupun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum telah
dipenuhi oleh CV. Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, CV memerlukan tanah
dan bangunan, selain itu hak atas tanah dan bangunan tersebut dapat dijadikan jaminan
atas hutang yang dilakukan oleh CV. Saat ini, CV belum dapat memiliki hak atas tanah,
karena Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) belum mengatur kepemilikan hak
atas tanah bagi badan usaha non badan hukum. Sehingga CV memiliki hak atas tanah
dengan menggunakan nama sekutunya. Metode yang digqunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian yuridis normatif didukung yuridis empiris. Pendekatannya
menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, UUPA serta putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa kepemilikan hak atas tanah menggunakan nama sekutu CV tidak
dapat dianggap sebagai milik CV, karena sekutu CV dan CV memiliki kekayaan yang
terpisah dan sebagai subyek pajak terpisah, serta dapat menimbulkan berbagai implikasi
yang dapat merugikan CV dan sekutunya tersebut. Sedangkan Surat Edaran tentang
Pemberian HGB untuk CV yang dikeluarkan BPN adalah pemberian HGB untuk
sekutu-sekutu CV ternyata tidak memberikan kepastian hukum karena tidak menjelaskan
prosedur dan akibat hukum yang mungkin timbul. Untuk mendapatkan perlindungan
hukum, CV dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memperjelas
status, hak dan kewajiban CV atau memperjelas Surat Edaran dalam sebuah peraturan
perundang-undangan.
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Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jumlah
badan usaha Persekutuan Komanditer di Indone-
sia adalah sebanyak 4.416.289 tersebar diberbagai
provinsi dengan bidang usaha paling banyak di sek-
tor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi
(Badan Pusat Statistik, 2017). Badan usaha adalah ke-
satuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang
bertujuan mencari laba atau keuntungan (Wikipedia,
2019). Persekutuan Komanditer adalah salah satu
bentuk badan usaha yang paling mum di Indonesia
selain Firma, Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.

Persekutuan Komanditer yang biasa disingkat CV
(Commanditaire Vennootschaap) adalah suatu ben-
tuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh
para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai
bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia
(Asikin dan Suhartana, 2016). Persekutuan Koman-
diter secara khusus diatur dalam 3 (tiga) pasal Ki-
tab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu
Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal-pasal ini berada
diantara pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang
Persekutuan Firma (Pasal 16 sampai dengan Pasal 35
KUHD). Hal ini dikarenakan Persekutuan Koman-
diter merupakan bentuk khusus dari persekutuan
firma, kekhususan mana terletak pada keberadaan
sekutu komanditer yang tidak ada pada persekutuan
firma (Purwosutjipto, 2007)

Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 KUHD yai-
tu persekutuan/perseroan yang terbentuk dengan
cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseo-
rang atau beberapa orang persero yang bertanggung
jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhann-
ya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pin-
jaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberi
pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat
berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang
lainnya (Asikin dan Suhartana, 2016). Pengertian CV
juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (Permen-
kumham No. 17 Tahun 2018).

Pada umumnya, dalam praktik yang berlaku di In-
donesia, orang berpendapat bahwa Persekutuan Ko-
manditer bukan perusahaan yang berbadan hukum.
Meskipun unsur-unsur atau persyaratan materil un-
tuk menjadi badan hukum telah dipenuhi Perseku-
tuan Komanditer, tetapi oleh karena belum adanya
unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah,
maka Persekutuan Komanditer belum dapat diakui
sebagai perusahaan yang berbadan hukum. (Asikin
dan Suhartana, 2016)
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Dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari,
Persekutuan Komanditer/CV memerlukan tanah
dan bangunan. Selain sebagai tempat melaksanakan
kegiatan usahanya, kepemilikan hak atas tanah/ba-
ngunan tersebut juga dapat dijadikan jaminan atas
hutang/pembiayaan yang dilakukan oleh CV. Hak
atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang
untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah
yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan
air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, seke-
dar diperlukan untuk keperluan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam
batas-batas menurut Undang-Undang dan peraturan
hukum lain yang lebih tinggi (Ismaya, 2011).

Ada berbagai macam hak atas tanah yang ada di
Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16 Un-
dang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jenis hak
tersebut yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa, Hak mem-
buka tanah, Hak memungut hasil hutan, Hak-hak
lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang,
Hak yang sifatnya sementara sebagaimana dimak-
sud pasal 53 UUPA (hak gadai, hak usaha bagi ha-
sil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian).
Setiap hak atas tanah yang dimiliki orang dan/atau
badan hukum harus dilindungi melalui pendaftaran
tanah. Tujuan dari pendaftaran tanah tidak lain ada-
lah agar terjadi kepastian hukum, kepastian hak atas
tanah dan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas suatu bidang tanah. Setelah dilakukannya
pendaftaran tanah, maka dalam kurun waktu ter-
tentu, pemilik tanah akan mendapat surat tanda buk-
ti hak atas tanah yang terdiri dari salinan buku tanah
dan surat ukur atau dikenal dengan sertipikat.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c
UUPA dan merupakan alat bukti yang kuat bagi sub-
yek hak atas tanah yang menjadi pemegang hak atas
tanah yang dipegangnya, kuat dalam hal ini berarti
selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan
sebaliknya, maka keterangan yang ada dalam ser-
tipikat harus dianggap benar. Didalam sertipikat itu
sendiri, yaitu pada bagian salinan buku tanah tertulis
jenis hak atas tanah dari obyek tanah yang bersang-
kutan.

Kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna
Bangunan oleh CV pernah terjadi pada tahun 2009.
Peralihan hak atas tanah dengan status Hak Guna
Bangunan kepada CV pernah terjadi beberapa kali
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Pemberian
HGB kepada CV di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi, terjadi karena adanya dua pendapat yang
berbeda mengenai status hukum dari CV itu sendiri,
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yaitu ada yang berpendapat CV bukanlah badan hu-
kum, namun ada juga yang berpendapat bahwa CV
adalah badan hukum.

Cara lain yang digunakan CV untuk mendapatkan
hak atas tanah adalah dengan mencatatkan hak atas
tanah tersebut menggunakan nama sekutu peme-
gang saham CV baik dalam bentuk Hak Milik (Pu-
tusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.51043/PP/M.
VIA/4/2014 tanggal 4 Maret 2014) maupun Hak Guna
Bangunan. Kepemilikan hak atas tanah CV tersebut
berasal dari sumber dana milik CV dan diakui se-
bagai aset CV.

Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA
adalah hak yang turun temurun, terkuat dan ter-
penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingat ketentuan Pasal 6 (semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial). Berdasarkan Pasal 21 ayat
(1) UUPA, subyek Hak Milik adalah Warga Negara
Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan
Pemerintah. Menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA, “Hak
Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun”. Selanjutnya menurut ketentuan da-
lam pasal 36 ayat (1) UUPA bahwa yang dapat mem-
punyai hak atas tanah dengan status Hak Guna Ba-
ngunan adalah Warga Negara Indonesia dan Badan
Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan dalam UUPA tersebut belum mengako-
modir kepemilikan hak atas tanah bagi badan usaha
yang belum berbadan hukum seperti CV. Sehubun-
gan CV belum berstatus badan hukum sehingga be-
lum bisa mendapatkan hak atas tanah baik Hak Milik
maupun Hak Guna Bangunan, maka pada tanggal
28 Juni 2019 Pemerintah melalui Kementerian Agrar-
ia dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional (KBPN) mengeluarkan Surat Edaran No-
mor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak
Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer
(Commanditaire Vennotschaap) (Surat Edaran). Na-
mun Surat Edaran tersebut dianggap bertentangan
dengan peraturan diatasnya dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Prosedur pemberian HGB
untuk CV dan berbagai implikasi Surat Edaran yang
mungkin timbul dikemudian hari juga belum diatur
dalam sebuah peraturan lebih lanjut.

Haxk Atas TANAH

Dasar hukum penguasaan tanah adalah Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang
telah dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA. Macam-ma-
cam hak-hak penguasaan atas tanah yakni:
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1. Hak Bangsa Indonesia adalah sebutan yang
diberikan oleh para ilmuan hukum tanah pada
lembaga hukum dan hubungan hukum kongkret
dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya

Hak Menguasai dari Negara

Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan
atau wewenang formal yang ada pada negara dan
memberikan hak kepada negara untuk bertindak
baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pe-
merintahan negara, dengan kata lain wewenang
negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang
pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula
semua wewenang dalam rangka melaksanakan
tugasnya (Ilmar, 2012). Abrar menyatakan bahwa
hak penguasaan negara ialah hak negara melalui
pemerintah yang mewakili kewenangan untuk
menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak
atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur
(regelen), mengurus atau mengelola (bestuuren,
beheren) dan mengawasi (toezichthouden) peng-
gunaan serta pemanfaatan sumber daya alam
(Ridwan dan Sodik, 2008). Untuk itu diperlu-
kan adanya hukum tanah nasional yang mampu
mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian
Negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan
Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,
Kerakyatan, dan Keadilan Sosial (Setiawan, 2009).

. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang
dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat,
yang berhubungan dengan tanah yang terletak
dalam lingkungan wilayahnya

Hak-Hak Atas Tanah telah diatur dalam Pasal 4
ayat 1 dan 2 UUPA

Dalam hukum agraria di kenal konsep hak atas
tanah, di dalamnya terdapat pembagian antara hak
atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak
atas tanah primer ialah hak atas tanah yang dapat
dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh badan
hukum ataupun perorangan yang bersifat lama dan
dapat diwariskan, adapun hak atas tanah yang bersi-
fat primer meliputi: Hak Milik (HM), Hak Guna Us-
aha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai
(HP) (Chomzah, 2002).

PENDAFTARAN TANAH

Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal
1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997. Definisi pendaftaran tanah dalam PP Nomor
24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ru-
ang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan
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Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Ta-
hun 1961 yang hanya meliputi pengukuran, perpeta-
an dan pembukuan tanah, pendaftaran dan perali-
han hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak
sebagai alat pembuktian yang kuat (Santoso, 2012).

Penjelasan Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa
pendaftaran tanah itu akan dijalankan dengan cara
yang sederhana dan mudah dimengerti serta di-
jalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Sedangkan
pada memori Penjelasan dari UUPA dinyatakan bah-
wa Pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah,
agar melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh
wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin kepas-
tian hukum yang bersifat rechts kadaster (Parlind-
ungan, 1990). Pendaftaran itu diwajibkan bagi para
pemegang hak yang bersangkutan.

BapaN Hukum

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Laz-
imnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal
dengan istilah subyek hukum. Subyek hukum memi-
liki kedudukan dan peranan yang sangat penting di
dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdata-
an karena subyek hukum tersebut yang dapat mem-
punyai wewenang hukum. Menurut Tutik (2008). Is-
tilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa
Belanda yaitu rechtsubject atau law of subject (Ing-
gris). Tetapi manusia bukanlah satusatunya subyek
hukum, karena masih ada subyek hukum lainnya
yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat
mempunyai hak dan kewajiban, dinamakan badan
hukum (Ali, 2015).

Ada dua macam subyek hukum yang dikenal dalam
ilmu hukum, yaitu: (1) Natuurlijke person (natural
person), yaitu manusia pribadi, dan (2) Rechtsper-
soon (legal entity) yaitu badan atau perkumpulan
yang didirikan dengan sah yang berkuasa melaku-
kan perbuataan-perbuatan perdata (Mulhadi, 2010).

Badan hukum mempunyai kemampuan dalam hu-
kum perikatan dan kebendaan. Badan hukum mam-
pu melakukan hubungan-hubungan hukum, badan
hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas ben-
da-benda bergerak maupun benda-benda tidak
bergerak. Suatu badan hukum (legal entity) lahir
karena diciptakan oleh Undang-undang (Widjaya,
2005).

PERSEKUTUAN KOMANDITER

Persekutuan komanditer (Commanditaire Ven-
nootschaap/“CV”), merupakan bentuk khusus dari
persekutuan firma. Hal ini terlihat dari pengaturan-
nya yang berada diantara pengaturan persekutuan
firma dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.
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Persekutuan Komanditer, diatur dalam 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Persekutuan Ko-
manditer merupakan Persekutuan Firma yang mem-
punyai satu atau beberapa orang sekutu komandite
(Purwosutjipto, 2007).

CS.T. Kansil (1979) menerangkan bahwa penger-
tian CV dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 19
KUHD. Pasal tersebut menerangkan bahwa CV ada-
lah persekutuan untuk menjalankan suatu perusa-
haan yang dibentuk oleh satu orang atau beberapa
orang yang secara tanggung menanggung bertang-
gung jawab secara penuh pada satu pihak dan satu
orang atau lebih sebagai pemberi uang pada pihak
lain. Dasar pemikiran dari pembentukan CV ini ada-
lah satu orang atau lebih mempercayakan uang atau
barang untuk dipergunakan satu atau lebih pihak
lainnya dalam menjalankan perusahaan, sehingga
hanya orang yang menjalankan perusahaan itulah
yang pada umumnya berhubungan dengan pihak
ketiga.

Dari sinilah terlihat jelas kekhususan dari CV diband-
ingkan dengan Persekutuan Firma. Dalam Perseku-
tuan Firma hanya terdapat sekutu pengurus, sedang-
kan pada CV, selain terdapat sekutu pengurus atau
sekutu komplementer terdapat juga sekutu koman-
diter yang memasukkan uang atau barangnya ke da-
lam persekutuan, tanpa turut serta menjalankan pe-
rusahaan. Pendirian CV dimulai dengan pengajuan
nama CV kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkumham) melalui Sistem Administrasi
Badan Usaha (SABU) sebagaimana dimaksud Pasal 4
dan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun
2018. Permohonan pengajuan nama CV dikenakan
biaya sesuai peraturan yang berlaku.

KerEMILIKAN Hak AT1as TANAH OLEH CV SEBELUM
SuraT EDARAN

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(KBPN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/SE-
HT.02.01/V1/2019 tentang Pemberian Hak Guna Ban-
gunan Untuk Persekutuan Komanditer (Commandi-
taire Vennotschaap) pada tanggal 28 Juni 2019 (Surat
Edaran). Namun berdasarkan penelitian, telah terjadi
beberapa bentuk peralihan hak atas tanah kepada CV
sebelum terbitnya Surat Edaran tersebut.

Tidak ada data resmi yang mencatat berapa banyak
CV yang meminta hak atas tanah, namun berdasar-
kan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi pada tahun 2009 (Herlina, 2009) peralihan hak
atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan kepa-
da CV pernah terjadi beberapa kali. Hal itu terjadi
karena adanya dua pendapat yang berbeda menge-



Jaya, Sudirman & Kencanawati/KerAstiAN Hukum BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEPEMILIKAN HAk ATAS TANAH MEENGGUNAKAN NAMA SEKUTUNYA

nai status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV)
itu sendiri, yaitu ada yang berpendapat Persekutuan
Komanditer (CV) bukanlah badan hukum, namun
ada juga yang berpendapat bahwa Persekutuan Ko-
manditer (CV) adalah badan hukum.

Terhadap kasus peralihan hak atas tanah dengan sta-
tus HGB kepada CV di Kantor Pertanahan Kabupat-
en Bekasi, sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA
bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai
Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi
syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini
dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang me-
menuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap
pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan, jika
ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak
Guna Bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan
atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka
hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan,
bahwa hakhak pihak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Pera-
turan Pemerintah.

SuraT EDARAN PEMBERIAN HAk GuNA BANGUNAN
Untuk CV

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Un-
dangan, Peraturan perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Surat Edaran merupakan sebuah Peraturan Kebijak-
sanaan (beleidsregel). Peraturan Kebijaksanaan (be-
leidsregel) adalah suatu peraturan umum tentang
pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap war-
ga negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan
sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang
(Yudhi, et al, 2017).

Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tu-
gasnya mengeluarkan beberapa produk hukum se-
bagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ATR/
KBPN Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Evaluasi Produk Hukum Di Lingkungan Ke-
menterian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanah-
an Nasional (Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2016).
Produk Hukum adalah peraturan perundang-un-
dangan, aturan kebijakan, dan penetapan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan bidang agraria/
pertanahan dan tata ruang.

-39-

Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut dapat
diajukan ke Kantor Pertanahan dengan cara sebagai
berikut: (1) Pengajuan permohonan Hak Guna Ban-
gunan dapat dilakukan oleh sekutu komanditer mau-
pun sekutu komplementer atau melalui kuasanya
yang bertindak untuk dan atas nama serta persetu-
juan seluruh sekutu komanditer dan sekutu komple-
menter, dan (2) Pendaftaran Hak Guna Bangunan
wajib disertai dokumen Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga Persekutuan Komanditer (CV) yang
telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Sampai saat penelitian ini dibuat, dan berdasarkan
konfirmasi dari Badan Pertanahan Nasional Pusat,
belum terdapat peraturan pelaksanaan lebih lanjut
atas Surat Edaran dimaksud. Selanjutnya konfirmasi
dari BPN Pusat bahwa beberapa Kantor Pertanahan
seperti Kota Batam, Kabupaten Tangerang, Bandung,
Surabaya, Kabupaten Bekasi, Kota Depok belum
melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran terse-
but.

MEeTODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis nor-
matif yang mengkaji hukum tertulis dengan berb-
agai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perband-
ingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi,
konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada
tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
perundangan (Hartono, 2006). Spesifikasi penelitian
yang digunakan adalah Deskriptif Analitis.

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri dari:
data sekunder dan data primer. Data sekunder
tersebut tersusun dari (1) Bahan hukum primer,
merupakan bahan pustaka yang berisikan peratur-
an-peraturan yang terdiri dari: Undang-Undang
Dasar Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pe-
merintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pres-
iden Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum
Dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, dan lainnya. (2)
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang member-
ikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum
primer seperti: buku-buku ilmiah, majalah, media
masa, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-ar-
tikel yang memuat tentang kepemilikan hak atas
tanah oleh sekutu CV dan Surat Edaran Nomor 2/
SE-HT.02.01/V1/2019 Tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan Untuk CV, dan (3) Bahan hukum tersier,
yang di dapat untuk memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bah-
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an hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.
Sedangkan Data Primer yaitu data yang diperoleh
dalam penelitian ini yang bersumber dari proses
wawancara pada instansi dan orang-orang yang
bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.
Wawancara dilakukan oleh peneliti diataranya pada
BPN dan Notaris/PPAT. Data yang diperoleh dari
hasil penelitian disusun secara sistematis kemudi-
an dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif normatif.

HAsIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KerastiaN Hukum BacGi PersekuruaNn Koman-
DITER (CV) DaraM KeEPEMiLIKAN HAk ATAas TANAH
MENGGUNAKAN NAMA SEKUTUNYA

Tanah merupakan sumber kehidupan. Hubungan
tanah dan manusia membuat perubahan-peruba-
han dalam tata susunan kepemilikan dan pengua-
saan tanah, yang akan memberi pengaruh kepada
pola hubungan antar manusia sendiri. Yang menja-
di masalah bukan tanah itu sendiri tetapi terjadinya
kepemilikan hak atas tanah yang tidak seimbang,
dimana ada yang tidak bisa mempunyai hak atas
tanah dan ada pihak lain yang mempunyai kepemi-
likan hak atas tanah dalam satuan jumlah yang san-
gat besar.

Salah satu pihak yang tidak dapat mempunyai hak
atas tanah adalah badan usaha Persekutuan Ko-
manditer/CV. Beberapa bentuk peralihan kepemi-
likan hak atas tanah kepada CV sudah dijabarkan
dalam bab sebelumnya, yaitu: (1) Peralihan Hak
Guna Bangunan kepada CV langsung. Persekutu-
an Komanditer merupakan badan usaha non badan
hukum, sehingga menurut UUPA tidak dapat men-
jadi subyek Hak Guna Bangunan, (2) Peralihan Hak
Milik kepada orang pribadi yang merupakan seku-
tu komplementer/Direktur CV (diakui sebagai aset
CV terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT.51043/PP/M.VIA/4/2014 tanggal 4 Maret 2014),
dan (3) Peralihan Hak Guna Bangunan kepada
orang pribadi yang merupakan sekutu komanditer
CV (diakui sebagai aset CV). Kepastian adalah ciri
pokok yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan
ari hukum, khususnya untuk norma hukum tertu-
lis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan ke-
hilangan makna disebabkan hukum tidak bisa lagi
dipergunakan sebagai pedoman berperilaku untuk
tiap orang. Kepastian sendiri diasumsikan sebagai
bagian dari salah satu tujuan hukum.

Kepemilikan hak atas tanah CV dalam bentuk Hak
Milik dan HGB yang menggunakan nama orang
pribadi (sekutu CV) akan dianalisa berdasarkan te-
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ori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch (Wan-
tu, 2011), yakni:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa suatu
hukum positif itu adalah perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA jelas
menyebutkan bahwa Hak Milik hanya dapat
diberikan kepada warga Negara Indonesia dan
badan hukum yang ditetapkan oleh pemerin-
tah. Begitu juga dengan Pasal 36 ayat (1) UUPA
jelas menyebutkan bahwa subyek Hak Guna
Bangunan adalah warga negara Indonesia dan
badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Persekutuan Komanditer merupakan bentuk
khusus Persekutuan Firma yang hanya diatur
secara khusus dalam 3 pasal di KUHD (Pasal
19, 20, 21 KUHD). Bagi sebagian doktrin, CV
dianggap telah memenuhi syarat sebagai badan
hukum sebagaimana yang dikemukakan para
ahli yaitu CV mempunyai kekayaan terpisah
dari sekutunya (sebagaimana dapat disimpul-
kan dari Pasal 33 KUHD yaitu adanya “kas
perseroan”), mempunyai tujuan tertentu, mem-
punyai kepentingan bersama, dan mempunyai
organisasi yang teratur.

Sampai saat ini CV belum disahkan sebagai
badan hukum. Sehingga CV tidak memenuhi
syarat sebagai subyek Hak Milik maupun Hak
Guna Bangunan dalam UUPA. Sehingga UUPA
belum dapat mengakomodir kebutuhan hak
atas tanah bagi CV, karena UUPA tidak men-
gatur tentang pemberian hak atas tanah kepada
badan usaha non badan hukum.

Praktek di lapangan, CV mengakui memiliki
hak atas tanah yang diatasnamakan sekutun-
ya dalam bentuk Hak Milik. Dalam Putusan
Pengadilan Pajak Nomor PUT.51043/PP/M.
VIA/14/2014 tanggal 4 Maret 2014 terlihat dana
yang digunakan untuk membeli tanah Hak Mi-
lik berasal dari pinjaman yang dilakukan oleh
CV. Aset tersebut dicatat dalam pembukuan CV
dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberita-
huan Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib
Pajak Badan CV. Selain itu, CV juga mengakui
memiliki hak atas tanah dengan menggunakan
nama sekutunya dalam bentuk Hak Guna Ba-
ngunan. Dana pembelian tanah HGB tersebut
berasal dari kas CV. Aset tersebut dicatat dalam
pembukuan CV.

Peralihan kepemilikan hak atas tanah kepada
sekutu CV (komplementer ataupun komandit-
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er) dalam bentuk (Hak Milik ataupun HGB)
yang diakui sebagai aset CV, dilakukan untuk
mengatasi kekosongan hukum terkait kepemi-
likan hak atas tanah bagi CV. Praktek tersebut
dapat dikategorikan nominee

Hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta,
artinya hukum berdasarkan pada kenyataan.

Dalam peralihan Hak Milik kepada sekutu
komplementer/Direktur CV (sebagaimana ter-
lihat dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT.51043/PP/M.VIA/14/2014 tanggal 4 Maret
2014) terlihat bahwa sumber dana dalam pem-
belian tanah Hak Milik tersebut berasal dari
pinjaman yang dilakukan sekutu CV selaku Di-
rektur CV (bukan sebagai pinjaman pribadi) ke-
pada Bank. Tanah tersebut digunakan CV untuk
menjalankan usahanya. Namun kepemilikan
Hak Milik tersebut tidak bisa diatasnamakan ke-
pada CV (karena CV bukan subyek Hak Milik),
sehingga Hak Milik harus diatasnamakan ke-
pada sekutu komplementer/Direktur CV yang
dapat menimbulkan berbagai implikasi. Terha-
dap SHM tersebut juga sudah diakui dan dicatat
dalam pembukuan sebagai aset CV dan sudah
dilaporkan pada SPT PPh Badan CV tersebut.
Begitu juga dengan kepemilikan HGB yang dia-
tasnamakan kepada sekutu komanditer CV. Di-
mana tanah tersebut dibeli dari dana milik CV
dan diakui sebagai aset CV.

. Suatu fakta harus dirumuskan dengan cara
yang jelas sehingga menghindari kekeliruan
dalam pemaknaannya, di samping mudah saat
dilaksanakan

Faktanya CV sebagai badan usaha (perkumpu-
lan) yang memiliki kekayaan terpisah dari se-
kutunya membutuhkan hak atas tanah untuk
menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu hak
atas tanah tersebut juga dapat dijadikan jami-
nan hutang CV. Kebutuhan hak atas tanah bagi
CV belum dapat diakomodir dalam peraturan
agraria saat ini.

Surat Edaran yang baru saja dikeluarkan juga
tidak merumuskan fakta atas kebutuhan CV
akan hak atas tanah, karena Surat Edaran terse-
but berisi tentang pemberian HGB kepada seku-
tu-sekutu CV, yang mempunyai kekayaan terpi-
sah dari CV. Surat Edaran bertentangan dengan
UUPA dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik serta dibuat tanpa menjelaskan prosedur
pemberian HGB kepada sekutu-sekutu CV dan
berbagai implikasi yang mungkin timbul dari
pemberian HGB kepada sekutu-sekutu CV.
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4. Suatu hukum positif tidak boleh dalam kondisi
mudah diubah

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
1960 sebagai payung hukum pengaturan tentang
kepemilikan hak atas tanah sudah diundangkan
sekitar 59 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 24
September 1960, sehingga perubahan-peruba-
han dalam tata susunan kepemilikan dan pen-
guasaan tanah sangat mungkin terjadi. Terma-
suk kebutuhan badan usaha non badan hukum
seperti CV akan hak atas tanah. Selain itu belum
adanya peraturan yang jelas tentang status CV
dipandang perlu untuk diperjelas dalam sebuah
peraturan perundang-undangan khusus. Se-
dangkan Surat Edaran yang diharapkan dapat
menjadi solusi atas permintaan kepemilikan hak
atas tanah bagi CV ternyata belum dapat mem-
berikan jaminan kepastian hukum, dikarenakan
kepemilikan hak atas tanah atas nama sekutu-se-
kutu CV tidak dapat dikategorikan kepemilikan
hak atas tanah CV, selain itu belum terdapat
aturan yang jelas tentang prosedur pemberian
HGB kepada sekutu-sekutu CV dan berbagai
implikasi yang mungkin timbul dikemudian
hari. Sehingga kepemilikan hak atas tanah CV
menggunakan nama sekutu CV (dalam bentuk
Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan) serta
terbitnya Surat Edaran pemberian HGB kepada
sekutu-sekutu CV belum dapat memberikan ja-
minan kepastian hukum baik bagi CV maupun
sekutunya.

PerLINDUNGAN Hukum Bacr PersexkutuaNn Kowm-
ANDITER (CV) DaraMm KePEMILIKAN Hak Atas Ta-
NAH MENGGUNAKAN NAMA SEKUTUNYA

Menurut Philipus M. Hadjon, pada perlindungan
hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ada-
lah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan
hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hu-
kum yang preventif pemerintah terdorong untuk
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum se-
bagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana
hukum dapat memberikan suatu keadilan, keter-
tiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, keten-
traman bagi segala kepentingan manusia yang ada
didalam masyarakat.
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Sehubungan sampai saat ini CV merupakan badan
usaha yamg belum berstatus badan hukum, sehing-
ga CV tidak dapat memiliki hak atas tanah. Perse-
kutuan Komanditer dan sekutunya dapat menga-
jukan dan memberikan masukan/pendapat kepada
Pemerintah untuk dapat memperjelas status, hak
dan kewajiban CV dalam sebuah peraturan pe-
rundang-undangan. Selanjutnya CV dan sekutun-
ya dapat memberikan masukan/pendapat kepa-
da Badan Pertanahan Nasional (Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat) atas penilaian efektivitas
pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan kebijakan pemberian Hak Guna Ban-
gunan kepada sekutu-sekutu CV.

Selanjutnya BPN sesuai ketentuan Pasal 25 Permen
ATR/KBPN No. 21 Tahun 2016, dapat melakukan
evaluasi atas produk hukum (Surat Edaran) terse-
but. Salah satu hal yang harus di evaluasi adalah
Surat Edaran yang dikeluarkan tidak menjelaskan
tentang prosedur pemberian HGB kepada seku-
tu-sekutu CV dan belum mengakomodir implika-
si/dampak yang mungkin timbul dikemudian hari
yang dapat merugikan sekutu-sekutu CV dan CV
itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi Surat Edaran
dapat dilakukan perubahan Surat Edaran sesuai
ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permen ATR/KBPN No.
21 Tahun 2016. Selanjutnya, apabila produk hukum
dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau ber-
tentangan dengan produk hukum atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pro-
duk hukum tersebut dapat dicabut (Pasal 11 ayat (1)
Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2016).

Bentuk tindakan antisipatif lain yang dapat dilaku-
kan CV yang mempunyai hak atas tanah (Hak Mi-
lik atau HGB) atas nama sekutunya adalah dengan
mencatat aset tanah milik CV tersebut dalam lapo-
ran keuangan CV yang sudah di audit oleh Kantor
Akuntan Publik yang telah mendapat izin dari Men-
teri Keuangan

SIMPULAN

1. Kepemilikan hak atas tanah (Hak Milik/
HGB) menggunakan nama sekutu CV tidak
memberikan kepastian hukum bagi CV, karena
CV memiliki kekayaan terpisah dan wajib
pajak terpisah dari sekutunya. Praktek tersebut
merupakan nominee yang dapat merugikan
CV dan sekutunya, antara lain: tanah SHM/
SHGB tersebut dapat menjadi harta warisan;
dapat dialihkan atau dijadikan jaminan hutang
secara diam-diam; menjadi harta bersama;
menjadi harta pailit; dapat dimohonkan sita
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jaminan dan implikasi perpajakan. Sedangkan
Surat Edaran Pemberian HGB untuk CV juga
tidak memberikan kepastian hukum karena
bertentangan dengan UUPA dan AUPB serta
belum menjelaskan prosedur pelaksanaannya
serta berbagai implikasi yang dapat merugikan
CV dan sekutu-sekutunya.

Perlindungan hukum preventif adalah CV dan
sekutunya dapat memberi masukan kepada
Pemerintah untuk memperjelas status, hak, ke-
wajiban CV dalam sebuah perundang-undan-
gan atau CV dan sekutunya dapat memberikan
masukan kepada BPN atas permasalahan yang
terjadi dalam pelaksanaan Surat Edaran. Se-
lanjutnya BPN dapat melakukan evaluasi yang
ditindaklanjuti dengan perubahan atau pencab-
utan Surat Edaran. Alternatif lain, bagi CV yang
memiliki hak atas tanah menggunakan nama
sekutunya agar mencatatnya dalam laporan
keuangan audit.

SARAN

1. Pemerintah agar dapat memperjelas status, hak
dan kewajiban CV dalam sebuah peraturan
perundang-undangan  atau = memperjelas
Surat Edaran dengan memperjelas prosedur
pemberian HGB untuk sekutu-sekutu CV dan
berbagai implikasi/akibat hukum yang mungkin
timbul dalam sebuah peraturan perundang-
undangan. Alternatif lain, bagi CV yang saat ini
memiliki hak atas tanah (Hak Milik atau HGB)
atas nama sekutunya agar mencatatnya dalam
laporan keuangan yang sudah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik yang telah mendapat
izin dari Menteri Keuangan.

Penyuluhan hukum oleh Notaris/PPAT kepada
CV yang ingin memiliki hak atas tanah saat ini
agar dapat merubah bentuk badan usahanya
menjadi badan hukum Perseroan Terbatas.
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